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- Perda tentang Penyelenggaraan Administrasi 

Kependudukan ditetapkan untuk memberikan pengakuan 

dan perlindungan hukum atas status pribadi serta peristiwa 

penting penduduk. Pengaturan yang berkepastian hukum 

dan berbasis teknologi menjadi faktor penentu efisiensi 

pelayanan masyarakat. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 

2015 sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan 

dinamika hukum sehingga perlu diganti dengan Peraturan 

Daerah yang baru.  

 

- Dasar Hukum Peraturan Daerah Kota Pekalongan ini 

adalah: UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 13 Tahun 1954; 

UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 11 Tahun 2023; UU No. 1 

Tahun 2026.  

 

- Peraturan Daerah ini mengatur mengenai ruang lingkup 

administrasi kependudukan yang meliputi hak dan 

kewajiban penduduk, pendaftaran penduduk secara 

daring/luring, pencatatan sipil (kelahiran, kematian, 

perkawinan, perceraian, pengangkatan/pengakuan/ 

pengesahan anak), pengelolaan data dan dokumen 

kependudukan, pelindungan data pribadi, serta 

pemanfaatan Sistem Informasi Administrasi 

Kependudukan (SIAK). Perda ini juga menegaskan bahwa 

pengurusan dan penerbitan dokumen kependudukan tidak 

dipungut biaya (gratis). Masyarakat berperan serta dalam 

mendukung penyelenggaraan administrasi kependudukan 

di daerah dalam bentuk saran, aduan, dan/atau laporan 

atas penyelenggaraan administrasi kependudukan. Semua 

dokumen kependudukan yang telah diterbitkan atau yang 

telah ada pada saat Perda ini diundangkan dinyatakan 

tetap berlaku berdasarkan Perda ini. 

 

- Peraturan Daerah ini ditetapkan dan diundangkan pada 

tanggal 10 Februari 2026, dan berlaku pada tanggal yang 

sama. 

 



- Peraturan pelaksanaan berupa Peraturan Wali Kota harus 

ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Perda ini 

diundangkan. 

 

- Pada saat Perda ini mulai berlaku, Perda Kota Pekalongan 

No. 8 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Administrasi 

Kependudukan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 

 

- Lamp.: - 

 

 


